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TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
. bahwa dalam rangka pembangunan nasional dalam bidanga.
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yangberiman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki
integritas moral antikorupsi, diperlukan implementasipendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangImplementasi Pendidikan Antikorupsi pada SatuanPendidikan di Kabupaten Bengkalis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
2.

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten DalamLingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150);

3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4.

Nc



10.

11.

i

2i

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun’ 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _~ tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimanatelah diubah beberapa kali dengan Peraturan PemerintahNomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5670};

7,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara’ Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

8.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5157);|
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentangPenguatan Pendidikan Karakter (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20Tahun2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter PadaSatuan Pendidikan Formal (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 782);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas' pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.,

|

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Bengkalis.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkalis.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bengkalis.
6.

Satuan Pendidikan adalah Sekolah-sekolah yangdiselenggarakan Pemerintah Daerah maupun yang
diselenggarakan masyarakat dan berada di KabupatenBengkalis.

7.

Guru. adalah tenaga pendidik yang berada di satuan
pendidikan.

8.

Tenaga kependidikan adalah petugas administrasi,junitor, penjaga sekolah, petugas pustaka, operatorsekolah, dan karyawan lainnya yang berada di satuan
pendidikan.
Peserta didik adalah siswa dan siswi pada jenjangpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertamadan TK/PAUD.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASNadalah ASN di Lingkungan Pemerintah KabupatenBengkalis.
Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapandan tindakan dengan nilai-nilai universal.
Implementasi adalah penerapan/ pelaksanaan rencana
yang telah disusun secara terperinci.
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14,.Integrasi adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam
proses belajar mengajar.

15. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan
oleh satuan pendidikan yang sudah teratur, jelas dan
terjadwal secara sistematik dan merupakan programutama dalam proses mendidik peserta didik.

16. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat
sekali menunjang kegiatan intrakurikuler dan biasanyadilakukan diluar jadwal pelajaran.

17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kesiswaan yangdilakukan diluar jadwal pelajaran dan bersifat pembinaanminat dan bakat peserta didik baik akademik maupunnon akademik.
18. Diseminasi adalah kegiatan pelatihan atau bimbinganteknis yang bersifat pengimbasan.
19.Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari

pendidikan karakter yang merupakan proses untuk
menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik,Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
rangka Implementasai Pendidikan Antikorupsi secara
terintegrasi di Satuan Pendidikan mulai jenjang SD sampaiSPM sederajat di Daerah.

Pasal 3
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan:
a. mewujudkan peningkatan karakter sumber daya manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa; |

b. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki
karakter antikorupsi yang dimulai dengan membudayakankarakter integritas pada peserta didik;

c. sebagai pedoman guru. melakukan bimbingan,pengasuhan dan pelaksanaan proses pembelajaran;
d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidupreligius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas;
e. sebagai pedoman satuan pendidikan untuk sarana

pembentukan sikap dan perilaku positif peserta didik yangakan dapat di implementasikan dalam kehidupanbermasyarakat serta saat terjun ke dunia kerja dan duniausaha; dan :

f. sebagai pedoman menjalin pola kemitraan yang harmonisantara satuan pendidikan, masyarakat, pelaku usahaserta organisasi perangkat daerah.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
c. Kerjasama;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
e. Pembiayaan.

BAB III
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5
|

Implementasi Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapanpendidikan antikorupsi yang disisipkan pada PembelajaranTematik: dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila danKewarganegaraan PPKn, sehingga tidak menambah matapelajaran baru.

Pasal 6
Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui:
a. Regulasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkatSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaidasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
b. Anggaran memadai untuk Implementasi PendidikanAntikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan SekolahMenengah Pertama;
c. Satuan Khusus atau Kelompak Kerja yang memadai dalammengimplementasikan Insersi Pendidikan Antikorupsi ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakankegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di tingkatSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ImplementasiPendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar danSekolah Menengah Pertama; dan
f. Publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi ditingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

|

Pasal 7
Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:
a. Inisiatifmerancang yaitu;

|

1. menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKnyang relevan dengan tindakan antikorupsi denganmenetapkan tujuan pembelajaran beserta indikatorpencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi(pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akandibelajarkan;
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2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai
kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan
aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu,
paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta
terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan
masyarakat;

3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film,
pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevanuntuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan
pe} galaman belajar dan membiasakan pengamalan,d
re

4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengantujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu padaindikator untuk mengendalikan proses pembelajaran,méngukur ketercapaian kompetensi peserta didiksecara periodik, melibatkan pihak lain dalam
memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensiserta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalandata yang menggambarkan perkembangan pencapaianhasil belajar.

b. Mengikutsertakan peserta didik' dalam kegiatan belajartermasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas
yang menarik dan menyenangkan.Be

c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaranantikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat sertamelibatkan semua pihak melalui:
1. Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam

Pembelajaran Tematik dan mata pelajaran PPKn
diantara guru PPKn di sekolah;

2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatankarakter antikorupsi di tingkat sekolah antara GuruPPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
3. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik

pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelasdalam forum MGMP/KKG;
4. Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaikpendidikan antikorupsi antar Kepala Sekolah dalamforum MKKS/KKKS;
S. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn, GuruMata Pelajaran, Wali Kelas/Guru Kelas, dan KepalaSekolah) dengan orangtua/wali;
6. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;dan

|

7. Membangun sinergi antara guru PPKn, Guru MataPelajaran Wali Kelas/Guru Kelas, dan Kepala Sekolah
dengan kelompok profesional lainnya.
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| BAB IV
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8
(1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru kelas danguru mata pelajaran PPKn;
(2) Guru kelas dan guru mata pelajaran PPKn bertugas:

a. Mérencanakan, melaksanakan, menilai, membimbingdan melatih dengan matang, dan membuat formatsesuai kebutuhan,
b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkanserta melibatkan semua indera peserta didik;
c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaranantikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat denganmelibatkan semua pihak.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 9
(1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi PendidikanAntikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan KPK RIdan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ PemerintahDaerah.
(2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi PendidikanAntikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ImplementasiPendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
(2)Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasisebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menugaskanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, InspekturDaerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Pelaporan. atas Implementasi Pendidikan Antikorupsidisampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan atausewaktu-waktu apabila diperlukan.
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Pasal 12
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI BENGKALIS,

AMR KMININ

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 Oktober 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 72


